
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERATURAN  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR    33    TAHUN  2012 
 

TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM  

PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang       :                                 
                                         

                               
                         

 
 
 

 
Mengingat         : 
                                

  

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia; 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294; 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara  yang telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

 
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

 
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

479); 
 

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan   : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 
REPUBLIK INDONESIA. 
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Pasal 1 

 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di lingkungan Kementerian Sosial digunakan sebagai acuan bagi setiap Unit 

Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Sosial dalam melakukan langkah-
langkah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

 

Pasal 2 
 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

 

Pasal 3 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
                 Ditetapkan  di  Jakarta 

pada  tanggal 18 Desember 2012 

MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 ttd. 
 

 
SALIM SEGAF AL JUFRI 

  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 April 2013 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

AMIR SYAMSUDIN 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN   2013    NOMOR  646 
 


